Notulen : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

Hari/tanggal : Rabu/26 November 2025

Waktu

:13.30 WIB

Tempat : Hybrid offline di Sahira Hotel Pakuan, online via zoom meeting

Pimpinan Rapat : Ibu Yudith

Pembahasan:

1.
2.

3.

Paparan PPT tentang JDIH oleh Kabag Hukum Kementerian UMKM

Pandangan umum Bapak Faisal Yusuf (Pusat JDIH): Siap untuk pendampingan
sistem pengelolaan teknis JDIH ke depan.

Pembahasan Dratft:

Pasal Masukan/Catatan Keterangan
Judul Sepakat 26/11/25
Menimbang - Perbalkkan pada poin a. | Sepakat 26/11/25

disesuaikan dengan fungsi JDIH
- Huruf b dicoret, dielaborasi
dengan poin huruf c.

Mengingat - Perlu dicatat mengingat poin 5,
karena sudah dalam proses
harmonisasi. Perlu dipastikan

kembali apakah sudah

diundangkan atau belum
Menetapkan Sepakat 26/11/25
Pasal 1 - Telah disesuaikan dengan

nomenklatur Kementerian

UMKM

- Angka 2, dokumen hukum perlu
disesuaikan dengan Perpres
JDIH.

- Angka 7 sudah sesuai

- Angka 9 sudah sesuai dengan

Perpres.
Pasal 2 Sepakat 26/11/25
Pasal 3 Sepakat 26/11/25
Pasal 4 - Ayat 1, disesuaikan menjadi

“Pusat JDIH Kementerian
UMKM” dan “Anggota JDIH
Kementerian UMKM”

- Ayat 2, perlu dicek kembali
nomenklatur sesuai SOTK




terkait definisi Biro yang
membidangi hukum.

Ayat 3, apakah setiap unit perlu
dituliskan secara detail atau
hanya disebutkan secara
general.

Urutan anggota JDIH
disesuaikan dengan urutan
nomenklatur SOTK.

Ayat 3 |, akan ada perubahan
SOTK LLP sehingga perlu
dipastikan kembali bagaimana
penulisan SOTK LLP.
Disepakati dituliskan secara
umum menjadi “Badan Layanan
Umum Lembaga Layanan
Pemasaran”

Pasal 5 Sepakat 26/11/25
Pasal 6 Untuk konsistensi dengan pasal | Sepakat 26/11/25
14 terkait pelaporan,
ditambahkan penyampaian

laporan.

Pasal 7 Sepakat 26/11/25
Pasal 8 Ayat 5, perlu konfirmasi dari| Sepakat 26/11/25
BPHN apakah diklasifikasi
dokumennya sama dengan
peraturan perundang-

undangan.

Pasal 9 Sepakat 26/11/25
Pasal 10 Penyebutan pengelolaan | Sepakat 26/11/25
Dokumen Hukum secara
elektronik dan non-elektronik

pada draft sudah sesuai.
Pengelolaan Dokumen Hukum
telah dijabarkan lebih detall
pada ayat 2 s.d. 6.
Pasal 11 Laman JDIH telah terintegrasi | Sepakat 26/11/25
dengan laman resmi
Kementerian UMKM
Pasal 12 Sepakat 26/11/25
Pasal 13 Pasal 13,  Dbersifat untuk | Sepakat 26/11/25

menunjuk personal/nama orang
yang bertugas mengelola di unit
kerja masing-masing. Output
berupa SK Menteri.




Perlu penegasan penulisan
terkait fungsi Kelompok Kerja.

Pasal 14 Disepakati penyampaian | Sepakat 26/11/25
laporan  hasil  pengelolaan
dokumentasi dan informasi
hukum paling sedikit 1 (satu) kali
setiap triwulan dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
Pasal 15 Pusat JDIHN harus sudah | Sepakat 26/11/25
melapor pada minggu kedua
bulan Desember, untuk laporan
kepada Menteri agar
menyesuaikan.
Pasal 16 Konsistensi penulisan | Sepakat 26/11/25
disesuaikan menjadi
‘pendanaan”
Pasal 17 Sepakat 26/11/25
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